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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran 
Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja 
Manajerial (Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak). Populasi dalam 
penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Siak. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dimana seluruh populasi dijadikan sampel yang berjumlah 35 responden. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah 
skala likert. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, dapat dilihat dari hasil 
pengolahan SPSS diperoleh t hitungnya adalah sebesar thitung 5,435 > ttabel 2.040 
maka H1 diterima. (2) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial dapat dilihat nilai t hitungnya sebesar thitung 3,330 < 
ttabel 2,040 maka H2 diterima. (3) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 
kinerja manajerial dapat dilihat t hitung thitung 2,504 < ttabel 2,040 maka H3 
diterima. (4) Sedangkan secara simultan ketiga variable bebas kejelasan sasaran 
anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial dapat dilihat dari hasil SPSS Fhitung 30,204 > Ftabel 2,91 
maka H4 diterima. Dari hasil R
2 
diperoleh sebesar 72,0% sedangkan sisanya 
28,0% dipenagruhi oleh variable lain.  
 





THE EFFECT OF BUDGET OBJECTIVITY, BUDGET PARTICIPATION, 
AND ACCOUNTABILITY FOR MANAGERIAL PERFORMANCE 






This study aims to determine the effect of clarity of budget objectives, budgeting 
participation, and accountability on managerial performance (in the Siak district 
financial body). The population in this study were civil servants (PNS) in the Siak 
Regency Regional Financial Board. The sample selection uses a purposive 
sampling method where the entire population is made into a sample of 35 
respondents. This type of research is quantitative research. The analytical tool 
used is a Likert scale. The results of this study indicate that (1) the clarity of the 
budget target has a positive effect on managerial performance, it can be seen from 
the results of SPSS processing that the t count is equal to 5.435> 2.040 table then 
H1 is accepted. (2) participation in budgeting has a positive effect on managerial 
performance, it can be seen that the t value of tcount is 3.330 <ttable 2.040 then 
H2 is accepted. (3) accountability has a positive effect on managerial performance 
can be seen t count t count 2.504 <t table 2.040 then H3 is accepted. (4) While 
simultaneously the three variables are free of clarity of budget targets, budgetary 
participation, and accountability have a positive effect on managerial performance 
can be seen from the SPSS results Fcount 30.204> Ftable 2.91 then H4 is 
accepted. From the R2 results obtained by 72.0% while the remaining 28.0% was 
affected by other variables. 
 
Keywords: managerial performance, budget participation, accountability and 
clarity of budget targets 
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1.1 Latar belakang 
Pada dewasa ini di Sektor Publik khususnya mengalami perkembangan 
Pemerintahan yang cukup pesat dimana telah adanya Desentralisasi yang 
menuntut setiap Daerah mampu mengelola Daerahnya sendiri begitu pula dalam 
Penyusunan Anggaran. Terdapat perbedaan Anggaran dengan sektor swasta yakni 
Anggaran pada Sektor Publik terkait dengan proses penentuan jumlah Alokasi 
dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang 
menggunakan dana milik rakyat. Dana organisasi yang diperoleh oleh Sektor 
Publik  berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik Daerah atau 
Negara, pinjaman Pemerintah berupa utang Luar Negeri dan obligasi Pemerintah, 
serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan. 
Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah merupakan isu yang saat ini menjadi 
sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh 
rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan 
Instansi Pemerintah. Tuntutan Akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik 
pusat maupun Daerah menyebabkan seluruh Instansi Pemerintah menyusun 
perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya.  
Kinerja Manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai 
oleh para personel atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk 
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melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan 
operasional perusahaan. Seseorang yang memegang posisi Manajerial diharapkan 
mampu menghasilkan Kinerja Manajerial yang berbeda dengan Kinerja karyawan. 
Pada umumnya Kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan Kinerja Manajerial 
bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan Kinerja dengan 
mangarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada 
dalam daerah wewenangnya.  
Ada beberapa faktor yang diduga penyebab Kinerja Pemerintah Daerah 
rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah 
dimulai dalam proses Perencanaan dan Penganggaran APBD, 
pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan 
hasil pelaksaaan APBD dan pengawasan. Dalam proses Penganggaran, 
pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda 
APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak 
dapat dilaksanakan untuk tahun Anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan 
pembangunan daerah tersebut. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan 
APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang harus disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang 
melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat 
yang kemudian dibahas melalui Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) 
pada tiap tingkatan. 
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Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut untuk 
memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong 
pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya 
memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu 
pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik 
pada pemerintahan yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang 
semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh 
penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka (Afrina, 2015). 
Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial yaitu salah satunya 
adalah Kejalasan dalam menentukan Sasaran suatu Anggaran. Kejelasan Sasaran 
Anggaran menggambarkan luasnya tujuan Anggaran yang dinyatakan secara jelas 
dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap 
pencapaiannya. Kejelasan tujuan Anggaran merupakan hal yang paling penting 
dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan 
suatu organisasi. Tujuan Anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan 
kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak 
buruk terhadap Kinerja Manajerial (Suyanto, 2011). Kejelasan Sasaran Anggaran 
merupakan sejauh mana tujuan Anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 
dengan tujuan agar Anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 
bertanggungjawab atas pencapaian  Anggaran  tersebut.  Kejelasan  Sasaran  
Anggaran  berimplikasi  pada aparat  untuk  menyusun  Anggaran  sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai Instansi Pemerintah. Aparat akan memiliki informasi 
yang cukup untuk memprediksi (Amril, 2014). 
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Disamping kejalasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran 
juga dapat meningkatkan Kinerja Manajerial SKPD. Partisipasi Penyusunan 
Anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses 
Penyusunan Anggaran. Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan pendekatan 
yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (Kinerja) yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong 
setiap Manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target 
organisasi adalah merupakan target pribadinya juga.   
Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut agar memiliki 
Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong 
Pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya 
memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya 
pembagian tugas yang baik pada Pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin 
tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara 
negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. 
Selain Kejelasan dalam menentukan Sasaran Anggaran dan Partisipasi 
dalam Penyusunan Anggaran, untuk meningkatkan Kinerja Manajerial juga 
diperlukan Akuntabilitas yang baik untuk meningkatkan Kinerja Manajerial dalam 
suatu organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia 
penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala 
hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta 
pertanggungjawaban terhadap hasil Kinerjanya (Penny Kusumastuti,2014). 
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Pada penelitian ini objek penelitian yang peneliti gunakan yaitu Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. BKD merupakan unsur 
pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya BKD berkoordinasi dengan Asisten 
Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. BPKD mempunyai tugas pokok 
melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. 
Adapun fenomena yang terjadi saat ini, Penjabaran APBD 2019 Kabupaten 
Siak ternyata ada yang keliru. Hal tersebut ditegur Gubernur Riau melalui surat 
edaran Gubernur Riau terkait verifikasi dan evaluasi RAPBD Kabupaten Siak 
2019."Saya minta kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) segera memilah 
laporan per item mana yang dinilai kurang tepat dari sisi penganggaran," kata Plt 
Bupati Siak Alfedri, Minggu (17/3). Alfedri meminta pimpinan lingkungan 
Pemkab Siak untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau terkait 
verifikasi dan evaluasi RAPBD Kabupaten Siak 2019 itu.Menurut Alfedri, ada 
beberapa hal dalam rancangan Penganggaran Daerah tersebut yang harus ditindak 
lanjuti dan disempurnakan perencanaannya."Karena kalau penganggarannya salah 
sudah pasti penatausahaannya, pertanggungjawaban, termasuk juga akutansi 
pelaporannya juga ikut salah” kata Alfedri.Ia juga mengaku telah menyampaikan 
hal tersebut kepada pimpinan pada rapat evaluasi laporan realisasi fisik kegiatan 
(RFK), serta laporan capaian kinerja di lingkungan Pemkab Siak, Jumat (15/3). Ia 
menjelaskan, dari hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Siak yang dilakukan oleh 
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Pemerintah Provinsi Riau, didapatkan sejumlah masukan terkait penjabaran 
APBD Perubahan. 
Di antaranya catatan untuk mengubah rincian belanja dan rincian objek yang 
dianggap kurang tepat. Untuk itu ia meminta dalam waktu dekat digelar rapat 
khusus yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, 
Kelompok Kerja, serta seluruh lengkap dengan Kasubbag Keuangan dan 
bendahara masing-masing. “Masing-masing diminta menyampaikan laporan 
terperinci agar ke depan tidak keliru dalam penganggaran," tegas Alfedri. Menurut 
dia, pelaporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 
telah dicapai, bermakna seluruh tahapan penyusunan anggaran dari hulu ke hilir 
harus bersih. Mulai dari penganggaran sampai dengan arus neraca. Untuk itu dia 
berharap, Penyampaian Laporan 20 Maret Plt Bupati Siak, Alfedri 
mengingatkan yang memiliki sumber dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) 
2018 lalu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan DAK 2018 harus ditinjau ulang 
oleh Inspektorat. "Saya harapkan pada Maret ini sudah review dana DAK sudah 
selesai, dan bisa kita cairkan sepanjang APBD tahun berjalan yang sudah 
disesuaikan di tahun sebelumnya. Begitu juga dapat diajukan untuk tahun pertama 
pada Februari nanti," ungkapnya. Alfedri juga telah menyampaikan kepada 
inspektur, jadwal penyampaian pelaporan pertangungjawaban APBD 2018 ke 
BPK dipastikan ditetapkan pada tanggal 20/03/19."Penyampaian pelaporan 
pertanggungjawaban APBD tahun 2018 ke BPK sudah tertunda 5 hari dari jadwal 
yang sudah disampaikan sebelumnya, dan BPK menetapkan tanggal 20 harus 
segera diserahkan," sebutnya. Alfedri menyebut pada awalnya penyampaian 
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pelaporan APBD untuk tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu pada 
tanggal 15 Maret 2018. "Kita jangan sampai kendor, minimal bisa disampaikan 
dengan waktu yang sama, karena kita sudah berpengalaman dan berhasil meraih 
WTP sampai tujuh kali berturut,"kata Alfedri. (Tribunpekanbaru.com) 
Pada penelitian Herda Nengsy (2017) dengan judul Pengaruh Kejelasan 
Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. 
Perkebunan Nusantara V. Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
manajerial. Uji secara simultan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan 
Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial pada PT. 
Nusantara V Pekanbaru.  Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
karena adanya penambahan variabel independen yaitu Partisipasi Penyusunan 
Anggaran. Serta penelitian ini objeknya pada OPD Badan Keuangan Siak 
Kabupaten Siak sedangkan penelitian sebelumnya adalah PT. Perkebunan 
Nusantara V Kota Pekanbaru. 
Pada penelitian Eka jas (2014) dengan judul Pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem 
Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Pada 
Skpd Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa (1) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) (2) Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (4) 
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, 
dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Pada penelitian Dina Afrina (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem  Pelaporan 
Terhadap Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, 
Pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja lembaga publik.  
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti pun 
termotivasi untuk meneliti kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 
yaitu terletak pada objek penelitian yang diambil oleh peneliti yang dimana pada 
penelitian sebelumnya menggunakan Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Kabupaten Sijunjung dan sedangkan peneliti sendiri objek penelitian 
yang digunakan yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
Perbedaan lainnya terletak pada  varibel dependen yang peneliti gunakan. Maka 
dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini lebih lanjut 
dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi 
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Penyusunan Anggaran, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial 
Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak)” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran secara signifikan  berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial? 
2. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran secara signifikan berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial? 
3. Apakah Akuntabilitas Secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja 
Manajerial? 
4. Apakah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan 
Anggaran, dan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Manajerial? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 
secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Partisipasi Penyusunan 
Anggaran secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas secara 
signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Akuntabilitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kinerja Manajerial. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka 
penelitian ini memberikan manfaat penelitian bagi: 
1. Bagi penulis  
Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahaui serta mempelajari 
masalah-masalah yang terkait dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas dalam hubungannya 
dengan Kinerja Manajerial Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
2. Bagi pembaca  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 
pembaca dan menyediakan informasi Terkait Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas dalam hubungannya 
dengan Kinerja Manajerial Kabupaten Siak Sri Indrapura.  
3. Bagi Akademisi  
Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 
mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang 
berkaitan dengan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik, 
khususnya untuk memahami Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi 
Anggaran dalam proses Penyusunan Anggaran.  
4. Bagi organisasi Sektor Publik atau pihak yang terkait. 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk 
menerapkan sistem Anggaran yang efektif sebagai alat bantu Manajemen 
dalam memotivasi dan mengevaluasi Kinerja Manajerial. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dari itu peneliti 
menyusun sistematika proposal ini. Penulisan proposal ini terdiri dari 3 (Tiga) 
bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Untuk memberikan 
gambaran tentang penulisan Proposal, berikut ini disajikan gambaran umum dari 
setiap bab. 
BAB I  : Pendahuluan 
Merupakan bab yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, serta Sistematika 
Penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Merupakan bab yang menguraikan tentang beberapa konsep dasar sebagai 
Landasan Teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan 
pembahasan masalah. 
BAB III : Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang Lokasi Penelitian, Metode pengumpulan data, jenis 
dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan proposal 
ini. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan penulis 
atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Disamping itu disertakan beberapa 
keterbatasan dari penelitian ini serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan 























2.1 Teori Entitas 
Menurut (Suwardjono,2010) teori entitas memandang entitas sebagai 
sesuatu yang terpisah dan berbeda dengan pihak yang menanamkan modal ke 
dalam perusahaan dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan 
menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Unit usaha (entity)  
itulah yang dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan baik kepada 
kreditor maupun kepada pemilik. 
Konsep entitas bisnis (business entity concept) memberikan konsekuensi 
bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan 
bukanlah pertanggungjawaban pemilik, maka dengan demikian pendapatan dan 
biaya dipandang sebagai perubahan dalam kekayaan perusahaan bukannya 
perubahan dalam kekayaan pemilik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) 
konsep inilah yang dijadikan dasar dalam laporan keuangan konvensional yang 
tercantum dalam kerangka dasar penyusunan & penyajian laporan keuangan yang 
meliputi : 
1. Laporan Posisi Keuangan 
2. Laporan Laba Rugi (Komprehensif) 
3. Laporan Perubahan Modal 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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2.1.1 Kinerja Manajerial 
Wahyuni (2014) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota 
organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan 
indikator: 
1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 
selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 
sekarang dan yang akan datang. 
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 
pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 
pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 
hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 
dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya,guna dapat berhubungan 
dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana 
yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 
kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 
diperlukan. 
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan 
dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, 
membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan 
menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.  
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6. Pemilihan Staf, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam 
suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan 
mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. 
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 
pembelian, penjualan atau kontrak untuk barangbarang dan jasa. 
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 
kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok 
bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. 
Kinerja manajerial merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang manajer 
dalam melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas  sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013).Tujuan pokok 
kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai sasaran organisasi dan 
dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 
membuahkan Sehingga, kinerja manajerial merupakan salah satu jawaban berhasil 
atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan Ayu dan Dahen (2014). 
Keberhasilan seorang manajer diukur dari seberapa baiknya ia dalam mengolah 
apa yang dipercayakan kepadanya atau seberapa rapih, teratur, atau indahnya 
dalam proses memimpin organisasinya, tetapi yang terpenting adalah manajer 
melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan bersama (Sigilipu, 2013). 
Suatu pengukuran kinerja manajerial mutlak diperlukan untuk menilai 
prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya sebab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban alokasi anggaran daerah (Afrida, 2013). Penilaian kinerja 
harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga memberikan manfaat bagi 
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organisasisecara menyeluruh, dan dengan adanya penilaiaan kinerja dapat 
diketahui kedaan sebenarnya tentang kinerja pegawai sehingga mampu 
memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan 
(Wulandari dan Ikhsan, 2016). 
Pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik sangat 
penting baik bagi pihak yang memberi amanah (masyarakat) maupun yang diberi 
amanah.Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai 
kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya 
sesui dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun et al, 2015: 146). 
Sedangkan untuk yang diberi amanah pengukuran dapat digunakan sebagai 
media untuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan kepada 
mereka.Selain itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk 
mengetahui seberapa jauh prestasi yang mereka raih (Mahsun et al, 2015: 146). 
a. Pengukuran Kinerja Manajerial 
Untuk mengukur dan mengevaluasi, manajer unit bisnis menggunakan 
berbagai ukuran, baik keuangan maupun nonkeuangan.Pengukuran kinerja 
merupakan suatu proses mencatat dan mengukurpelaksanaan kegiatan dalam arah 
pencapaian sasaran, tujuan, visi danmisimelalui hasil-hasil yang ditampilkan 
ataupun proses pelaksanaan suatukegiatan. Pengukuran kinerja juga berarti 
membandingkan antara standaryang telah ditetapkan dengan kinerja yang 
sebenarnya terjadi. Penilaiankinerja memiliki beberapa tujuan danmanfaat bagi 
organisasi dan pekerja(manajerial) yaitu : 
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1) Performance Improvement, memungkinkan manajer atau pegawai untuk 
melakukan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja 
2) Compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk 
menentukan siapa saja yang berhak menerima reward atau pun sebaliknya. 
3) Placement decision,menentukan promosi atau transfer. 
4) Training and development need, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 
5) Career planning and development,memandu untuk menentukan jenis karir 
yang dapat dicapai. 
6) Staffing process deficiencies, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 
7) Informational inaccuracies and job-design error, membantu menjelaskan 
kesalahan apa saja yang telah terjadi dalam manajemen. 
8) Equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision 
tidak diskriminatif. 
9) External challenges, kinerja pegawai terkadang dipengaruhi oleh factor 
eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan dan lain-lain. 
10) Feedback, memberikan umpan balik bagi masalah kepegawaian atau bagi 
pegawai itu sendiri. 
2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran 
Menurut Halim & Syam Kusufi (2012) mengatakan bahwa anggaran 
memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi 
pemerintahan. Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan 
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pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, dan 
merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah 
(Syafrial, 2009). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan 
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja salah satu diantaranya 
adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan 
untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 
pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian 
kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas 
pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah daerah (Nadirsyah, dkk. 2012).Menurut 
Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran 
anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara 
jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh 
pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. 
Menurut Steers dan Porter dalam Putra (2013) bahwa dalam menentukan 
sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu: 
1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar. 
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai. 
Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk 
mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran 
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maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka 
akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan 
sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak 
tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran 
tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis dalam Putra, 
2013). 
a. Keuntungan Kejelasan Sasaran Anggaran 
Menurut Locke & Latham dalam Putra (2013) menyatakan bahwa 
keuntungan kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan 
sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. 
2. Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang 
jelas akan memberikan gambaran yang akan dicapai. 
3. Menghilangkan kejenuhan. 
4. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai. 
5. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih 
lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi 
untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami 
arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas. 
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6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai 
dan akan menerima tantangan lebih lanjut. 
7. Membangkitkan rasa mampu dalam bekerja sehingga akan meningkatkan 
kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja 
yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja. 
2.1.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran  
Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional 
dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggung 
jawab bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas 
fisik tetapi juga sisi psikologis, yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap 
dimiliki oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggaran 
merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung dan 
mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya 
akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan 
anggaran (Brownell,1982 dalam Nurcahyani, 2010). Melalui adanya partisipasi 
anggaran tersebut, dapat terlihat bahwa adanya interaksi antara para karyawan 
dengan atasannya. Oleh kerena itu, para karyawan tersebut dapat melakukan 
aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran, negosiasi, 
penetapan anggaran akhir,dan revisi anggaran yang diperlukan. Seseorang 
karyawan yang terlibat dalam pengambilan keputusan penganggaran, maka ia 
akan termotivasi dalam situasi kelompok karena telah diberi kesempatan untuk 
mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas, sehingga tujuan bersama akan ebih 
mudah tercapai karena adanya keterlibatan secara pribadi dan kesediaan untuk 
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menerima tanggung jawab masing-masing. Rasa tanggung jawab ini pada 
akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer yang bersangkutan. 
Garrisonet al.(2013:385) mengartikan anggaran partisipasif sebagai berikut: 
“Anggaran partisipatif merupakan anggaran yang disusun dengan kerjasama dan 
partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala tingkatan.”Menurut 
Hansen/Mowen (2013:223) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai berikut: 
“Partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para 
manajer yang akan bertanggung jawab atas kinerja anggaran, untuk bepartisipasi 
dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa 
tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas.” 
2.1.4 Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi 
publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen 
dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal 
ini sering digunakansecara sinonim dengan konsep-kosnep seperti yang dapat 
dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban 
(answeraility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai 
ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan 
dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas secara umum dapat 
diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung 
jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, 
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auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. 
Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. 
Akuntabilitas dapat diartikan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik. Menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas 
tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan 
administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga 
legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara 
lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang 
dapat dipertanggung jawabkan (responbility), yang dapat dipertanyakan 
(answerbility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai 
keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi 
publik/pemerintah. Selanjutnya menurut Adi sasmita (2011:30) akuntabilitas 
adalah instrument pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok 
dan fungsi serta misi organisasi. 
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok 
dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan setiap kegiatan 
dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan 




a. Tipe-Tipe Akuntabilitas 
Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi 
menjadiduabagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu : 
1. Akuntabilitas Internal 
2. Akuntabilitas Eksternal 
Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu 
sebagai berikut : 
1. Akuntabilitas Internal 
Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan 
negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik 
individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan 
mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik 
maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal 
pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
2. Akuntabilitas Eksternal 
Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk 
mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan 




2.2 Kajian Terhadap Perspektif Islam 
Pemimpin untuk abad millennium adalah pemimpin sebagaimana dalam 
Firman Allah Subhanahuwata’ala dalam surah An Nuur (24) ayat 55, yang 
berbunyi: 
 
Artinya: dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan 
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi 
aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan 
sesuatu apa pun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 






2.3 Penelitan Terdahulu 
Tabel 2.1  
Daftar Tabel Penelitian Terdahulu 
Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil 
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X1,X2,X3,  = Variabel independen 
Y = Variabel dependen  
 = Pengaruh variabel X secara parsial  













2.5 Pengembangan Hipotesis 
Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka 
pemikiran mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi 
Penyusunan Anggaran, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pada OPD 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak maka hipotesis yang dapat 
dikembangkan adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa 
kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 
dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan 
mempermudah pegawai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian 
mengenai hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 
satuan kerja perangkat daerah atau skpd telah banyak dilakukan oleh berbagai 
peneliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah, dkk (2012), 
Putra (2013) dalam hasil penelitiannya keduanya sama – sama menyebutkan 
bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 
terhadap kinerja manajerial skpd. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terdahulu maka peneliti menduga bahwa kejelasan sasaran anggaran 
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berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial skpd. Hal tersebut 
didukung oleh pendapat Nadirsyah, dkk (2012) yang mengatakan bahwa sasaran 
anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh 
pegawai yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya, agar 
lebih produktif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak 
pula pada meningkatnya kinerja. 
Oleh sebab itu Sasaran Anggaran Pemerintah Daerah harus dinyatakan 
secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab 
untuk melaksanakannnya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini 
akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan 
yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. 
Hasil Penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Herda Nengsy (2017) 
mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap 
Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V. Hasil dari penelitian ini  
menunjukkan bahwa Kejelasan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja 
Manajerial. Maka dari itu hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu. 
H1 : Kejelasan sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja manajerial. 
2. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 





Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, 
meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta 
usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul dan 
Muhammad,2014:47). Adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggung 
jawab serta kinerja dari manajer level bawah dan menengah. Manajer dapat 
menyampaikan ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana 
ide tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya 
keikutsertaaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan 
anggaran, maka akan didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta 
kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar (Oktavia, 2009). 
Arifin (2012) menyatakan bahwa partisipasi  dalam penyusunan anggaran 
dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan 
ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga 
kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. Berdasarkan 
Penelitian Septi (2010) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja aparatur 
pemerintah.   
Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sri dkk (2014) mengenai Pengaruh 
Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap 
Kinerja Manajerial  Satuan Kerja Perangkat Daerah  (Studi Empiris pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian ini 
menyebutkan bahwa Partisipasi penyusunan anggran berpengaruh terhadap 
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kinerja manajerial. Maka dari itu hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian 
ini yaitu.  
H2 :  Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 
3. Pengaruh  Akuntabilitas perusahaan terhadap Kinerja Manajerial 
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Deki Putra 
(2013) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd) Kota 
Padang. Selain itu Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Citra (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan 
akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (skpd) Dinas Kota Semarang. 
Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja 
individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami 
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut, sehingga didalam pemerintahan akuntabilitas 
hendaklah diterapkan dengan baik agar terwujudnya pemerintah yang transparan 
dan bertanggung jawab. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban 
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yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 
mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini 
menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja 
manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat 
tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan 
kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik 
dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan 
diawasi oleh masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk 
mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan 
seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial 
organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja 
tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan 
informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun 
eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya 
untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak 
eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010). 
Jadi dengan demikian kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan 
kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan 
kegiatan yang telah direncanakan. Diterapkan akuntabilitas yang transparan di 
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pemerintah daerah membuat masyarakat lebih mampu menilai kinerja pemerintah. 
Akuntabilitas yang transparan disini diharapkan mampu memberikan feedback 
dari masyarakat dan juga mampu menjawab kinerja pemerintah daerah yang 
diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut Deddi (2010), 
pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan 
dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah 
daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal 
ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah 
memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan 
sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun 
pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas public mempengaruhi peningkatan 
kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis yang peneliti ajukan dalam 
penelitian ini yaitu. 
H3 :  Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
4. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan 
anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial pada Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
Menurut Mardiasmo (2010), akuntabilitas merupakan prinsip 
pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari 
perencanaan, penyusunan, kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya 
untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain 
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itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk 
tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk 
meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka. 
Arifin (2012) menyatakan bahwa partisipasi  dalam penyusunan anggaran 
dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan 
ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga 
kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. Berdasarkan Septi 
(2010) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah.   
Penelitian yang dilakukan oleh Desak (2014) mengenai Pengaruh 
Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap 
Kinerja Manajerial  Satuan Kerja Perangkat Daerah  (Studi Empiris Pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian yaitu 
Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Maka dari itu hipotesi yang saya ajukan dalam 
penelitian ini yaitu. 
H5 :  Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan 
anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial pada Badan 





3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Menurut Chandrarin (2017:2) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan mengacu pada Teori 
Akuntansi yang positif yang telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman. 
Pendekatan Kuantitatif menggunakan susunan atau langkah-langkah yang 
terstruktur dalam proses riset untuk menarik kesimpulan menggunakan hasil 
analisis berdasarkan pada alat statistik parametrik. Penelitian kuantitatif 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Menurut Sekaran dan Bougie (2017:134) metode pengumpulan data 
merupakan bagian integral dari desain penelitian. Terdapat beberapa metode 
pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangnnya. Masalah 
yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan nilai 
penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan acuan landasan 
teoritis, agar hasilnya berguna untuk hipotesis atau mengambil suatu keputusan. 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170) kuesioner merupakan daftar 
pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan 
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mencatat jawaban mereka. Teknik ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang 
sifatnya terbuka dan tertutup. Pertanyaan yang sifatnya tertutup diukur dengan 
menggunakan skala interval (interval scale) 1 – 5. 
Kuisioner tersebut diberikan atau dibagikan kepada pihak yang 
berkepentingan yang secara langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti 
dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut Sekaran dan Bougie 
(2017:170) kelebihan utama dari kuesioner yang diberikan secara langsung adalah 
bahwa peneliti dapat mengumpulkan semua respon lengkap dalam periode waktu 
yang singkat. Keraguan apapun yang mungkin dimiliki oleh responden terhadap 
beberapa pertanyaan dapat diklarifikasi secara langsung. 
3.3 Jenis Dan Sumber Data 
Jenis Penelitian ini adalah jenis kuantitatif dengan menggunakan data 
primer dan sekunder. adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dari 
kusioner yang disebar pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Sri 
Indrapura. Sedangkan, data sekunder yaitu berupa laporan keuangan yang di 
peroleh secara tidak langsung melalui media perantara. 
3.4 Populasi Dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja yang berstatus 
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BKD Kabupaten Siak yang berjumlah 100 
responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Yaitu metode penyampelan dengan berdasar kepada 
kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh ASN 
yang hanya ikut berpartisipasi adalah Bagian Kabid-Kabid dan Sub-Sub nya saja. 
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Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria 
tersebut sebanyak 35 responden.  
3.5 Identivikasi Variabel 
Dalam penelitian ini peneliti memenggunakan 2 variabel yaitu variable 
bebas (independent variable) dan variable terikat (dependent variable),dan 
variable yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Y = Kinerja Manajerial 
X1  = Kejelasan Anggaran 
X2 = Partisipasi Penyusunan Anggaran 
X3  = Akuntabilitas 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 
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Untuk mendapatkan suatu data primer maka peneliti menggunakan angket 
atau kuisioner yang pengukurannya menggunakan skala likert. Umumnya skala 
likert menggunakan lima angka penilaiaan, akan tetapi angka penilaiaan dalam 
skala likert ini dapat berfariasi dari tiga sampai sembilan (indriyanto dan 
supomo,2014:104) Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan 5 poin     
skala Likert dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Sangat Tidak setuju : 1  
Tidak Setuju : 2  
Netral : 3  
Setuju : 4  
Sangat Setuju : 5 
Berikut penjelasan singkat dari masing-masing variabel independen 
berikut : 
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1. Kejelasan Sasaran Anggaran 
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 
dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran 
tersebut. (Solina 2014). Variabel kejelasan sasaran anggaran di ukur dengan 
menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Putra2013) Kuesioner 
tersebut berisi tentang 7 pernyataan dimulai dari angka 1(sangat tidak 
setuju)sampai 5 (sangat setuju). 
2. Partisipasi Anggaran 
Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan 
oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung, hal ini 
dikemukakan oleh Brownel dalam Solikhun Arifin (2012).Partisipasi penyusunan 
anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa 
sesuai dengan keadaan yang terjadi. 
Variabel partisipasi penyusunan diukur dengan menggunakan instrument 
yang disusun oleh Yogi Adrianto (2008) dalam Rismaniarti Marlis (2017)  yang 
terdiri dari 5 butir pernyataan yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi 
responden dan pengaruhnya pada proses penyusunan anggaran. Instrumen ini 
menggunakan 5 skala likert 
3. Akuntabilitas 
Pertanggung jawaban realisasi Anggaran SKPD terhadap DPRD dan 
masyarakat luas. (Solina 2014). Variabel akuntabilitas di ukur dengan 
menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Putra 2013) Kuesioner 
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tersebut berisi tentang 9 pernyataan dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) 
sampai 5 (sangat setuju). 
4. Kinerja Manajerial 
Kinerja manajerial merupakan hasil upaya yang dilakukan manajer dalam 
melakukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Kinerja manajerial diukur 
dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang dikembangkan oleh 
Mahoney et al. (1963,1965) dalam Nurcahyani (2010). Daftar pertanyaan tersebut 
terdiri dari delapan butir pertanyaan digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
responden. Alternatif jawaban atas daftar pertanyaan tersebut menggunakan skala 
Likert dengan rentang nilai 1 (terendah) sampai dengan 9 (tertinggi). 
3.7 Metode Analisis 
Metode analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji kualitas data, uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komptuter melalui program IBM 
SPSS 21 for windows.  
3.7.1  Analisis Statistik Deskriptif 
3.7.2  Analisis Regresi Berganda 
Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi 
linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh 
variabel partisipasi anggaran, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran 
terhadap kinerja manajerial sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
4 Keterangan : 
5 Y = Kinerja Manajerial  
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6 a  = Konstanta 
7 b123 = Koefiisien regresi 
8 X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran 
9 X2 = Partisipasi Penyusunan Anggaran 
10 X3 = Akuntabilitas 
11 e = variabel penggangu (Error Term) 
Dari pengolahan data komputer program SPSS versi 21.0 for windows 
3.7.1 Uji Kualitas data  
3.7.1.1 Pengujian Validitas  
Menurut Ghozali, Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut (Ghozali, 2011: 52). Uji signifikan dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai R hitung R tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam 
hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011: 52).  
3.7.1.2 Pengujian Reliabilitas  
Pengujian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016: 47). Uji 
reliabilitas dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien cronbach’c alpha lebih 
besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali, 2016: 48). 




3.7.2 Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam 
penelitian yang tujuannya adalah agar variabel independen sebagai estimator atas 
variabel independen atas variabel independen agar tidak bias Ghozali (2013: 95). 
Pengujian ini meliputi Uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas.  
3.7.2.1 Uji Normalitas  
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 
mendekati normal(Ghozali, 2013: 32). Salah satu cara untuk mengetahui 
kenormalan distribusi data adalah dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Dasar 
pengambilan keputusannya adalah apabila nilai alpha< 0.05 berarti tidak 
terdistribusi dengan normal, dan apabila nilai alpha > 0.05 maka terdistribusi 
secara normal(Ghozali, 2013: 32).  
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas  
Uji Multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105). Untuk mendeteksi 
adanya multikoloniaritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:  
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a.  Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  
b. Multikoloniaritas juga dapat dilihat dari : 
a. nilai toleransi dan lawannya.  
b. Variance Inflation Fector (VIF).  
Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 
variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 
variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikoloniaritas adalah nilai tolerance >0,10 atau sama dengan nilai VIF <10 
(Ghozali, 2011: 106).  
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 
pengamatan di dalam model regresi, danregresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Penelitian ini akan dilakukan uji glejser dengan cara 
meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual sebagai variabel 
dependen dengan variabel bebas, syarat model dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05. 
Kemudian juga di uji denganmetode grafik, yaitu melihat pola titik-titik grafik 
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regresi. Dasar kriteriannya adalah pengambilan keputusan, yaitu (Priyatno, 2014: 
146) :  
a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka terjadi heteroskedastisitas.   
b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
3.7.3 Uji Hipotesis  
3.7.3.1 Uji Parsial (Uji t)  
Uji statistik t untuk mengintepretasikan koefisien variabel bebas dapat 
menggunakan unstandardized coefficient maupun standardized coefficient 
(Ghozali, 2016: 99). Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t 
tabel, dengan cara sebagai berikut :  
a. Bila thitung> ttabel atau probabilitas < tingkat signifikan (sig < 0,05), 
maka Ha diterima dan H0 ditolak, variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen.  
b. Bila thitung< ttabel atau probabilitas > tingkat signifikan (sig > 0,05), 
maka Ha ditolak dan H0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen.   
3.7.3.2 Koefisien Determinasi (R2)  
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 
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Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti indikator yang digunakan 
menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.  
Namun penggunaan koefisien determinasi R2 memiliki kelemahan, yaitu 
bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Setiap tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak peduli apakah variabel 
dependen atau tidak.Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 (Sugiyono, 2012: 206).  
3.7.3.3 Uji F  
Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas 
yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan 
tingkat signifikan sebesar 5%.   
Adapun Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah :  
1) Jika nilai F hitung > F table maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinnya 
terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel 
dependen.  
2) Jika nilai F hitung < F table maka H0 diterima dan ditolak Ha, artinya 
tidak terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan 
variabel dependen.  
Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, 
sedangkan jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada 
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pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 








Hasil penelitian ini tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi  
penyusunan anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial dapat 
diambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Dari hasil 
uji persial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.000 < 0.05 sehingga Ho 
ditolak dan Ha diterima. Berarti, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 
2. Pengaruh partispasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dari 
hasil uji persial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.002 < 0.05 sehingga Ho 
ditolak dan Ha diterima. Berarti, partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  
3. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial. Dari hasil uji persial 
bahwa tingkat signifikan sebesar 0.018 < 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Berarti, akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
4. Hasil uji koefisien determinasi ( adjusted r square ) diperoleh nilai sebesar 
0.720. hasil ini berarti besar pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, 
partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas terhadap varibel kinerja. 
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Manajerial sebesar 72,0%. Sedangkan sisanya 28.0% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan 
penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa ketebatasan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Berdasarkan mdel penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel 
penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 72.0%. 
sedangkan sisanya 28.0% dijelaskan oleh faktor lain yang diteliti. Sehingga 
variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya 
terhadap kinerja manajerial  
2. Penyebaran kuesioner pada badan keuangan daerah siak masih memiliki 
kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut 
menyebabkan daya yang diolah kurang optimal, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian 
kuesioner yang disebarkan.  
5.3  Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 
saran sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan kejelasan sasaran anggaran, 
partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pemerintahan 
dalam hal ini badan keuangan daerah kabupaten siak telah baik dilakukkan, 
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tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sempuran sehingga hal 
ini akan berdampak pada rendahnya kinerja manajerial.  
2. Penelitain selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar 
mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  
3. Bagi penelitian lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka 
peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan 
dan menggunakn variabel lain, karena dari penelitian yang digunakan dapat 
menjelaskan sebesar 72.0%. sedangkan sisanya 28,0% dijelaskan oleh faktor 
lain yang diteliti.  
4. Bagi instansi yang dalam hal ini  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 
untuk dapat mempertahankan kinerjanya karena kinerja manajerial satuan 
kerja perangkat daerah berada di atas rata-rata. Dan Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Siak diharapkan  dapat meningkatkan transparansi dan 
pertanggungjawabannya terhadap masyarakat atas program-program yang 
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Nama    : ............................................ 
Jenis Kelamin   :  Laki-laki 
      Perempuan  
Umur   : ...................... 
Tingkat Pendidikan :  SMA            D3         S1 
                 S2             S3         Lainnya 
Tingkat Jabatan   :  Eselon III 
      Eselon IV 
      Lainnya 
Jabatan    : ...................... 
Masa kerja   :  < 5 Tahun        - 10 Tahun 
> 10 Tahun 
 









Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list () pada salah satu 
pilihan jawaban sesuai dengan keadaan ditempat Bapak /Ibu bekerja. 
Pilihan jawaban :  STS = Sangat Tidak Setuju 
    TS = Tidak Setuju 
    N = Netral 
    S = Setuju 













KEJELASAN SASARAN ANGGARAN 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya memahami persis apa yang harus saya 
lakukan dalam pekerjaan saya. 
     
2 Saya memahami bagaimana kinerja saya 
diukur. 
     
3 Saya memiliki sasaran yang jelas yang 
membantu saya dalam melakukan 
pekerjaan. 
     
4 Saya mempunyai batas waktu untuk 
mencapai sasaran pekerjaan. 
     
5 Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran 
untuk dicapai, saya mengetahui mana yang 
paling penting dan yang kurang penting. 
     
6 Sasaran dalam pekerjaan saya cukup 
menantang, tetapi layak (tidak terlalu 
mudah maupun sulit). 
     
7 Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk 
mencapai sasaran. 
     
 
PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya ikut dan terlibat dalam penyusunan 
semua anggaran. 
     
2 Menurut saya dilakukannya revisi anggaran 
adalah masuk akal. 
     
3 Saya sering memberikan pendapat atau 
usulan tentang anggaran tanpa diminta. 
     
4 Usulan anggaran dari saya berpengaruh 
dalam anggaran akhir 
     
5 Menurut saya usulan dari bawahan itu 
penting 
     
6 Atasan saya sering meminta pendapat 
bawahan dalam proses penyusunan 
anggaran. 






NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Pelaksanaan kebijakan dipertanggung 
jawabkan pemerintah daerah kepada DPRD 
dan masyarakat luas. 
     
2 Anggaran yang dirancang dan ditetapkan 
pemerintah daerah bersama DPRD sesuai 
dengan realisasinya bagi kepentingan 
publik. 
     
3 Program-program anggaran dirancang 
dengan mempertimbangkan prinsip 
efisiensi bahwa  dana masyarakat 
menghasilkan output maksimal. 
     
4 Program-program anggaran dirancang 
dengan mempertimbangkan prinsip 
efektifitas bahwa  penggunaan anggaran 
mencapai target atau tujuan kepentingan 
publik. 
     
5 Pelaksanaan program-program APBD 
benar-benar  dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 
     
6 Anggaran yang diusulkan mencerminkan 
visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang 
ditetapkan. 
     
7 Pengalokasian dana anggaran mengikuti 
proses-proses dan prosedur yang berlaku. 
     
8 Penggunaan dana anggaran didasarkan atas 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
     
9 Audit kepatuhan dilakukan agar setiap 
penggunaan dana dilandasi peraturan dan 
hukum yang berlaku. 
     
KINERJA MANAJERIAL 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Perencanaan 
Saya berperan dalam penentuan tujuan, 
kebijakan rencana kegiatan seperti 
penjadwalan kerja, penyusunan anggaran 
dan penyusunan program. 
     
2 Investigasi 
Saya berperan dalam pengumpulan dan 
penyiapan informasi yang biasanya berbentuk 
catatan dan laporan. 
     
  
3 Pengkoordinasian 
Saya ikut berperan dalam tukar menukar 
informasi dalam organisasi untuk 
mengkoordinasikan dan menyesuaikan 
laporan. 
     
4 Evaluasi 
Saya berperan dalam mengevaluasi dan 
menilai rencana  kerja, laporan kinerja 
maupun kerja yang diamati pada unit/sub 
unit saya. 
     
5 Pengawasan 
Saya berperan dalam mengarahkan, 
memimpin dan mengembangkan para 
bawahan yang ada pada unit/ sub  
unit saya. 
     
6 Pemilihan Staf 
Saya berperan dalam mengelola, mengatur, 
dan memilih pegawai pada unit/sub unit 
saya. 
     
7 Negosiasi 
Saya berperan dalam melakukan kontrak 
untuk barang / jasa yang dibutuhkan pada 
unit / sub unit saya dengan pihak luar. 
     
8 Perwakilan 
Saya berperan dalam mewakilkan 
organisasi saya untuk berhubungan dengan 
pihak lain diluar organisasi. 
     
9 Kinerja secara menyeluruh 
Saya mengevaluasi kinerja, dan sasaran 
kinerja secara menyeluruh. 
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